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BAB V 

PENUTUP 

V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam tulisan ini maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pengaturan mengenai 

larangan persekongkolan tender di Indonesia secara eksplisit menggunakan 

istilah bid rigging dalam ketentuan Pasal 22 UU Persaingan Usaha (frasa 

“persekongkolan dalam tender”). Sedangkan di Australia tidak secara tegas 

menggunakan istilah bid rigging, tetapi secara tersirat dalam ketentuan section 

45AD(3)(c) mencerminkan larangan terhadap persekongkolan dalam tender 

dengan menuturkan wujud konkret perbuatan yang dilarang. Selain itu, dalam 

hukum persaingan usaha Indonesia mengenal adanya persekongkolan vertikal 

(sebagaimana tertera pada Pedoman Larangan Persekongkolan dalam 

Tender), sedangkan di Australia tidak mengenal adanya persekongkolan 

vertikal. Kemudian, Pendekatan yang digunakan pada keduanya, secara 

normatif menunjukan perbedaan, di mana Indonesia mencerminkan rule of 

reason sedangkan di Australia menerapkan pendekatan per se illegal. 

Indonesia memberlakukan pedoman untuk mendeteksi persekongkolan yang 

lebih kompleks jika dibandingkan dengan pedoman yang diberlakukan 

Australia. Meskipun pedoman yang digunakan di Australia terlihat lebih 

sederhana, terdapat intrumen lainnya dalam membantu mengungkap 

persekongkolan dalam tender, yakni immunity program. 

Kedua, terdapat pendekatan yang berbeda dalam mengatur mengenai 

kaidah sanksi dipengaruhi oleh kewenangan lembaga dalam menangani 

persekongkolan dalam tender. Di Australia terdapat pemisahan kewenangan 

antara lembaga yang mengawasi dan menyelidiki persekongkolan dalam 

tender dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam memutus perkara. 

Dalam hal ini, ACCC sebagai komisi pengawas persaingan usaha yang 

merupakan lembaga administratif hanya memiliki kewenangan untuk 
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mengawasi dan menyelidiki dugaan adanya pelanggaran saja, sedangkan 

kewenangan untuk memutus perkara dan menjatuhkan sanksi tetap ada pada 

pengadilan. Sedangkan di Indonesia, KPPU sebagai komisi pengawas 

memainkan peran ganda walaupun sebenarnya ia merupakan lembaga 

administratif, yakni untuk mengawasi dan menyelidiki dugaan pelanggaran 

(dugaan persekongkolan dalam tender) serta memutus apakah benar telah 

terjadi persekongkolan dalam tender. Hal tersebut menjadikan adanya limitasi 

jenis sanksi yang dapat diberlakukan, hanya sebatas pada sanksi administratif 

saja, sebab kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana seharusnya tetap 

berada pada negara yang dilaksanakan oleh pengadilan. Faktor lainnya yang 

mempengaruhi ketentuan sanksi di Indonesia dan Australia juga dipengaruhi 

oleh faktor non-hukum. Di Indonesia, ketentuan sanksi dipengaruhi oleh faktor 

ekonomi, di mana pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

meningkatkan iklim investasi di Indonesia dengan mengundangkan UU Cipta 

Kerja, sehingga pengaturan sanksi administratif menghindarkan citra buruk 

pelaku usaha di Indonesia terhadap investor (tidak memiliki rekam jejak 

sanksi pidana). Sedangkan di Australia, keberadaan sanksi pidana ternyata 

dipengaruhi oleh kondisi politik yang terjadi di Australia, sebagai janji 

kampanye dari partai buruh dan partai konservatif. 

Ketiga, besaran sanksi yang diatur dapat berpengaruh terhadap 

kesuksesan mendeteksi persekongkolan dalam tender. Sanksi yang sifatnya 

lebih berat memang memungkinkan mencegah terjadinya persekongkolan 

dalam tender sebab peran sanksi yang membuat pelaku usaha takut untuk 

melakukan pelanggaran. Akan tetapi, di sisi yang lain, semakin besar sanksi 

yang diatur juga mempengaruhi perilaku pihak-pihak yang terlibat 

persekongkolan dalam tender, pihak-pihak tersebut akan semakin berhati-hati 

untuk mempertahankan persekongkolan agar tidak mudah diketahui oleh 

penegak hukum. Meskipun demikian, immunity program di Australia dapat 

menjadi solusi untuk mengimbangi besarnya sanksi yang berlaku di sana 
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dengan perilaku individu dalam persekongkolan. Artinya, walaupun sanksinya 

besar, adanya kemungkinan keringanan sanksi terhadap pelaku 

persekongkolan diharapkan dapat mendeteksi perilaku individu yang semakin 

berhati-hati dalam melaksanakan persekongkolannya. 

 

V.2. Saran 

Penulis merekomendasikan agar terdapat perumusan kembali terkait 

kewenangan KPPU dalam menegakan hukum persaingan usaha sehingga 

hanya dibatasi pada kewenangan untuk melakukan pengawasan dan 

penyelidikan saja, tanpa adanya kewenangan untuk memutus perkara. Dengan 

adanya pemisahan kewenangan untuk menyelidiki dengan memutus perkara 

dapat membuka kemungkinan untuk menerapkan sanksi pidana terhadap 

pelaku persekongkolan dalam tender. Sekalipun tidak terdapat pemisahan 

kewenangan KPPU, setidaknya pengaturan besaran sanksi denda administratif 

juga dapat dipertimbangkan kembali sehingga tidak menimbulkan kesan lebih 

menguntungkan pelaku persekongkolan, dengan catatan diberlakukan juga 

kebijakan yang serupa dengan immunity policy, mengingat besaran sanksi 

berjalan sejajar dan beriringan dengan tingkat kehati-hatian pelaku 

persekongkolan. Sehingga dengan sanksi yang besar juga harus diiringi dengan 

kompensasi berupa keringanan sanksi sebagaimana yang ada dalam immunity 

policy. Tak hanya itu, diperlukan juga perumusan kembali ketentuan Pasal 22 

UU Persaingan Usaha yang mencerminkan pendekatan per se illegal terhadap 

larangan persekongkolan dalam tender sehingga terdapat keselarasan dengan 

putusan-putusan KPPU terhadap persekongkolan dalam tender. 
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